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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Politik Dinasti 

Terkait teori politik kekerabatan, peneliti memakai kacamata Antropologi 

Politik yang dikemukakan oleh Donald V. Kurtz.  

1. Pernikahan dan Exogami (Perkawianan di luar suku/pernikahan campuran) 

Dalam setiap masyarakat orang memang harus menikah di luar batas 

suatu lingkungan tertentu. Istilah ilmiyahnya disebut exogami. Sebenarnya 

istilah itu mempunyai arti yang amat relatif. Kalau orang dilarang menikah 

dengan saudara sekandungnya maka disebut exogami keluarga inti. Kalau 

orang dilarang menikah dengan semua orang yang mempunyai nama marga 

yang sama maka disebut exogami marga. Sedangkan jika seseotrang dilarang 

untuk menikah dengan semua orang yang hidup dalam desanya sendiri maka 

disebut exogami desa.
17

 

2. Pernikahan dengan cross-cousin 

Dalam banyak masyarakat di dunia ada preferensi untuk menikah 

dengan cross-cousin, artinya adalah menikah dengan anak saudara perempuan 

ayah atau anak saudara laki-laki ibu. Bahkan pada banyak masyarakat ada 

preferensi menikah dengan salah satu cross-cousin, ialah anak saudara laki-laki 

ibu.
18

 

                                                             
17 Donald V. Kurtz, Political Anthropologhy: Paradigms and Power (America: 

Westview, 2001), 88. 
18 Ibid., 89. 

19 
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3. Pernikahan parallel-cousin dari Keturunan Ayah  

Parallel-cousin adalah anak-anak dari saudara kandung dari jenis 

kelamin yang sama. Dibandingkan dengan pernikahan exogami cross-cousin, 

pernikahan parallel-cousin dari keturunan Ayah adalah perkawinan dalam 

suku. Ini terjadi dalam sebuah garis hubungan Ayah dan membutuhkan 

pernikahan dari seorang ego laki-laki untuk anak perempuan saudara laki-laki 

ayahnya. Pola pernikahan sepupu tidak sangat umum. Setidaknya sebagian ini 

karena tidak membangun aliansi dengan asosiasi keturunan lainnya.
19

 

Sejak pernikahan parallel-cousin dari garis keturunan Ayah 

memperkuat ikatan kekerabatan internal kepada sebuah garis keturunan ayah 

dan memastikan bahwa kesatuan merajut erat laki-laki akan mengontrol dan 

mempertahankan sumber daya keturunan masing-masing, strategi ini juga 

menunjukkan bahwa semua garis keturunan dari keturunan Ayah lainnya 

adalah musuh yang nyata atau potensial.
20

 

4. Permaduan/poligini 

Permaduan atau poligini adalah strategi pernikahan dimana seorang 

pemimpin dapat memaksimalkan keuntungan sumber daya dari aliansi 

pernikahan. Hal ini menciptakan sebuah rumah tangga yang didasarkan pada 

pernikahan dari seorang pria untuk dua atau lebih wanita. Poligini tidak unik 

dalam catatan etnografis. Bahkan, hal itu diperbolehkan dalam sebagian besar 

masyarakat yang telah dipelajari secara etnografis (budaya). Namun, rumah 

tangga monogami, terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, merupakan 

                                                             
19 Ibid., 93. 
20 Ibid., 
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bentuk paling umum dari rumah tangga di seluruh dunia. Bahkan dalam 

masyarakat poligini yang mana ketidakseimbangan jender mendukung 

poligami, realitas ekonomi tidak memungkinkan kebanyakan pria untuk 

mendukung lebih dari satu istri. Praktek poligami karena itu menunjukkan 

motivasi selain pertimbangan ekonomi sederhana atau birahi.
21

 

Poligami dikaitkan dengan laki-laki-yang memiliki status yang lebih 

tinggi yang cenderung menjadi orang kaya dan berpengaruh dari masyarakat. 

Mereka juga lebih mungkin untuk bercita-cita untuk menginginkan posisi dari 

kepemimpinan dan penghargaan, status, otoritas, pengaruh, dan kekuasaan 

seperti beberapa posisi. Ketua lebih mungkin untuk hidup dalam rumah tangga 

poligini daripada pria dewasa (besar), dan kepala negara praindustri yang 

memungkinkan untuk melakukan hal yang sama daripada pemimpin.
22

 

Meskipun demikian, poligami bisa mahal secara ekonomi dan 

emosional. Istri mungkin tidak akur. Suami mungkin memiliki masalah dengan 

satu atau lebih dari istri-istri. Kecemburuan dapat membuat ketegangan. Anak-

anak dari istri yang berbeda dapat menimbulkan masalah serius mengenai 

kesuksesan di kantor. Untuk mengurangi ini dan masalah lain yang berkaitan 

dengan poligami, laki-laki diharapkan untuk memberikan keadilan kepada 

masing-masing istri.
23

 

 

 

                                                             
21 Ibid., 96. 
22 Ibid., 
23 Ibid., 
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5. Peringkat garis Keturunan 

Sebuah Ramage mengacu pada struktur agamy, ambilocal, dan 

ambilineal asosiasi keturunan, atau garis keturunan, yang berada pada 

peringkat sebuah hirarki. Setiap garis keturunan dari Ramage merupakan 

sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin, yang masing-

masing bisa melacak keturunan untuk nenek moyang yang sama. Ramage 

adalah subjek segmentasi dan pembagian, dan jika satu kata bisa menyarankan 

dinamika sosial dan politik dari Ramage akan menjadi fleksibel, yang 

merupakan produk dari prinsip-prinsip agamy, ambilocality, ambilineality, dan 

segmentasi.
24

 

Praktek Agamy sangat kontras dengan prinsip-prinsip pernikahan 

yang menentukan kategori-kategori tertentu dari pasangan-pasangan, seperti 

antar atau sepupu sejajar. Agamy mengacu aturan pernikahan yang 

memungkinkan individu untuk menikahi siapa saja yang mereka pilih, dalam 

batas-batas budaya tertentu. Ambilocal mengacu pada sebuah aturan dari 

tempat tinggal yang kontras dengan aturan yang menentukan di mana 

pengantin baru akan hidup [dengan atau dekat kerabat suami (viripatrilocal), 

kerabat istri (uxorimatrilocal), adik suami ibu (viriavunculocal), atau dengan 

diri mereka sendiri, yang terpisah dari kedua sisi (neolokal), Aturan ambilocal 

memungkinkan pengantin baru untuk menganggap bertempat tinggal baik 

dengan kerabat di suami atau istri atau terpisah dari masing-masing. Keturunan 

ambilineal tidak selalu menghalangi prinsip keturunan unilineal (patrilineal dan 

                                                             
24 Ibid., 97. 
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matrilineal). Sebaliknya, keturunan ambilineal memungkinkan pasangan yang 

menikah, secara bebas untuk memilih jalur keturunan orangtua mereka dengan 

yang mengasosiasikan. Kemungkinan besar mereka akan memilih jalur yang 

paling menguntungkan ambisi sosial dan politik pasangan ini.
25

 

6. Pengertian Politik Dinasti 

Selain teori politik kekerabatan yang dikemukakan oleh Donald V. 

Kurtz, peneliti juga memakai teori politik dinasti yang dikemukakan oleh Alim 

Bathoro dan Wasisto Raharjo Djati. 

Dinasti  politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elite 

politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian 

pengamat menyebutnya oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok 

elite adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses 

pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka terkadang relatif mudah 

menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum 

munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit 

partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, 

elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktifis.
26

 

Dalam kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik 

diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang 

melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada 

kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Dalam 

                                                             
25 Ibid., 97-98. 
26

 Alim Bathoro, Perangkap Dinasti politik Dalam Konsolidasi Demokrasi, Jurnal FISIP 

UMRAH Vol. 2, No. 2, 2011:115-1 
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pengertian lainnya, familisme juga dipahami sebagai new social order, yakni 

dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah 

yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai komporat-swasta. Pengertian 

tersebut merujuk pada kasus Eropa pertengahan bahwa individualisme 

seseorang dalam ekspresi berpolitik tidak akan menjadi kuat jika tidak 

melibatkan sanak famili di dalamnya. Namun demikian, ekspresi berpolitik 

bukanlah untuk mengamankan kekuasaan, tetapi lebih mengarah pada 

artikulasi ide-ide dalam membangun masyarakat. Maka, melalui jejaring 

familisme, ide-ide tersebut akan terjaga dan tersampaikan oleh anggota 

keluarga lainnya yang berkecimpung dalam politik. Oleh karena itu, secara 

konseptual preferensi politik famili sebenarnya lebih mengarah pada perilaku 

menjaga moral daripada mengejar kekuasaan. Adapun orientasi terhadap 

menjaga kelanggengan kekuasaan tersebut sangatlah erat kaitannya dengan 

sifat naluri alamiyah manusia untuk senantiasa menjaga zona kenyamanan 

beserta fasilitas kemapanan di dalamnya. Hal itulah yang kemudian mendorong 

penguasa menjaga kekuasaan tetap terpusat dan tidak berpindah ke pihak lain 

melalui beragam cara.
27

 

Konsep familisme di Eropa/Amerika Utara tidak sama seperti yang 

terjadi dalam kasus negara-negara Dunia Ketiga. Familisme dimaknai sebagai 

usaha untuk menyuburkan sikap favoritisme, nepotisme, seksionalisme, 

maupun regionalisme. Hal tersebut dilandasi adanya semangat bersama untuk 

menjaga dan mewujudkan kepentingan secara kolektif. Namun demikian, 

                                                             
27

 Wasisto Raharjo Djati, Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi:  Dinasti 

Politik di Aras Lokal, Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 2, Juli 2013: 203-231. 
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derajat ketergantungan dalma familisme sendiri juga saling berdiferensiasi 

bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Artinya, hubungan darah 

(consanguinity) tidaklah menjadi patokan mendasar bagi seseorang untuk 

mendorong sanak keluarga dalam ranah politik. terdapat berbagai 

pertimbangan lainnya seperti tuntutan masyarakat, lingkungan, maupun kondisi 

tertentu yang kemudian mendorong adanya politik dinasti. Patrimonialisme 

maupun nepotisme yang kerap menjadi konsep teoritik dalam membahas 

dinasti politik sebenarnya merupakan salah satu varian dari budaya politik 

familisme.
28

 

Dalam hal ini, terdapat tiga varian familisme dalam membincangkan 

dinasti politik dalam konteks ini. Pertama adalah familisme (familism), yakni 

dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung 

dalam keluarga (consanguity) dan hubungan perkawinan (merriage) dengan 

klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisisnya akan 

menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin 

eksistensi keluarga politik keluarga lemah tersebut. Di sisi lainnya, keluarga 

politik mendapatkan jejaring yang lebih besar dengan mampu mengikat 

keluarga lainnya. Adapun terbentuknya suatu dinasti politik dalam bentuk 

familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik 

yang telah didapat. Loyalitas, kepatuhan, maupun solidaritas keluarga 

merpakan tiga poin penting familisme mempengaruhi corak dinasti politik. 

pola tersebut kemudian dihubungkan melalui komando saudara tua hingga 

                                                             
28

 Ibid., 208-209. 
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saudara muda dalam pemerintahan. Contoh kasus nyata dinasti politik model 

familisme ini seperti yang terjadi di Filipina, di mana terdapat 105 dinasti 

politik baik yang berkembang dalam ranah politik lokal maupun nasional. Hal 

yang menarik adalah pengaruh kekerabatan tidak hanya berlangsung pada level 

legislatif maupun eksekutif, tetapi juga menambah ke arena yudikatif maupun 

aparat penegakan hukum lainnya.
29

 

Kedua adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi 

dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi 

yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun 

sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, 

lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut. Artinya, 

dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, 

tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan 

darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial. Oleh karena itu, 

dalam model quasi-familisme, semua anggota famili berusaha mengidentifikasi 

ciri melalui simbol-simbol tertentu supaya mendapat legitimasi dari keluarga 

lainnya. Adapun proses identifikasi bisa melalui penggunaan nama keluarga, 

jalur perkawinan, maupun situs keluarga lainnya. Maka dalan quasi-familisme 

sendiri yang digalang adalah proses solidaritas bagi anggotanya baik yang 

berada dalam ranah formal dan informal. Hal inilah yang menjadikan quasi-

                                                             
29

 Ibid.,  
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familisme berkembang seperti kekuatan politik oligarkis yang mampu 

memberikan pengaruh disegala lini kehidupan.
30

 

Ketiga adalah egoisme-familisme. Model dinasti politik didasarkan 

pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis 

keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme dapat dipahami dalam dua 

hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah 

pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan 

mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian posisi jabatan publik 

maupun suksesi pemerintahan. Kepala daerah yang digantikan masih memiliki 

pengaruh terhadap penggantinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

mengamankan program-program kebijakan maupun proses penganggaran yang 

telah dilakukan.
31

 

Adapun dari sisi masyarakat, egoisme sendiri ditunjukkan dengan 

kecenderungan untuk menjaga agar famili tertentu tetap menguasai tampuk 

kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena penguasa berhasil membina dan 

memperkuat kohesi sosial dengan masyarakat melalui serangkaian program 

kebijakan “gentong babi” (pork barrel politis), meskipun sarat dengan tindak 

perilaku korupsi hanya menyangkut usaha politisasi anggaran. Dengan adanya 

program populis tersebut, penguasa dapat menanamkan romantisme dan 

jejaring politik secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Masyarakat 

menilai bahwa rezim penguasa dinilai berhasil mengeluarkan kebijakan populis 

maupun budaya permisif yang masih kuat di masyarakat. Jika diringkas, 

                                                             
30

 Ibid., 209-210 
31

 Ibid., 
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konsepsi budaya politik familisme dapat dijelaskan dapat dijelaskan dalam 

tabel berikut ini.
32

 

 

Tabel 2.1 Tipologi Perspektif Budaya Politik Familisme
33

 

No. Indikator Familisme Quasi-Familisme Ego-Familisme 

1. Dasar Pembentukan 

Dinasti Politik 

Hubungan darah 

langsung 

Hubungan afeksi, 

solidaritas, 

kepercayaan dan 

solidaritas dalam 

keluarga besar 

maupun kroninya 

Dorongan 

publik dan 

faktor 

emosional dan 

pertimbangan 

politik 

fungsional 

2. Kaderisasi Anggota 

keluarga inti dan 

kroni 

Sanak kerabat 

maupun keluarga 

lain melalui jalur 

pernikahan yang 

seketurunan 

Keluarga inti 

3. Sifat Dinasti Politik Tertutup Semi tertutup Tertutup 

 

7. Selayang Pandang Politik Dinasti Di Indonesia 

a. Politik Dinasti di Banten. 

Ruang kerja Gubernur Banten di Pendapa Banten, Selasa, 11 

Oktober 2005, kosong. Gubernur Banten (waktu itu) Djoko Munandar tidak 

ada. Hari itu merupakan hari pertama setelah Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengumumkan pemberhentian sementara Djoko dari 

jabatannya sebagai Gubernur Banten.  

Saat itu, Djoko tengah beristirahat di kediamannya di Kompleks 

Ciceri Indah, Kota Serang. Dia menolak berkomentar seputar 

penonaktifannya karena belum menerima salinan Keppres No 169/M/2005 

                                                             
32

 Ibid., 
33

 Ibid., 211. 
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tertanggal 10 Oktober 2005 itu. Menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi 

dana perumahan DPRD Banten 2001-2004 adalah alasan penonaktifannya. 

Djoko didakwa memperkaya anggota DPRD Banten dan merugikan 

keuangan negara Rp 14 miliar. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini 

divonis bersalah dan dihukum 2 tahun penjara serta denda Rp 100 juta oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, 21 Desember 2005. 

Tak puas dengan putusan ini, Djoko didampingi Henry 

Yosodiningrat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dan kasasi 

ke Mahkamah Agung. Hasilnya, MA menyatakan Djoko tak bersalah dan 

dibebaskan dari segala hukuman. Putusan MA No 2097K/PID/MA 

dikeluarkan 8 Mei 2008. Namun, salinan putusan baru diterima PN Serang 

11 Februari 2009, dua bulan setelah Djoko meninggal karena sakit pada 5 

Desember 2008. 

1) Awal kekuasaan 

Pemberhentian sementara Djoko jadi titik awal kekuasaan Wakil 

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Banten. Atut langsung dilantik 

jadi Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Sejak hari pertama Djoko 

diberhentikan, Atut menggantikan tugas-tugas gubernur. Saat itu, Atut 

mengatakan, ia akan melanjutkan program yang baik, termasuk 

pemberantasan korupsi. ”Saya akan mendukung kelancaran penanganan 

kasus korupsi di Banten. Siapa pun yang terbukti melakukan 

penyelewengan, akan kami serahkan kepada penegak hukum,” katanya. 
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Saat Pilkada Banten 2006, Atut mencalonkan diri sebagai 

gubernur Banten. Atut yang berpasangan dengan M Masduki memenangi 

Pilkada Banten. Keduanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil 

Gubernur Banten 2007-2012. 

Sejak menjadi orang nomor satu di Banten itulah, satu per satu 

anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Diawali 

kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pilkada 

Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan 

(adik Atut) itu jadi calon wakil bupati mendampingi Jazuli Juwaini dari 

PKS. Namun, pasangan ini dikalahkan pasangan petahana, Ismet 

Iskandar-Rano Karno. 

Tahun yang sama, adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju 

sebagai calon wakil wali kota Serang berpasangan dengan Bunyamin 

(mantan Bupati Serang) dan menang. Kurang dari tiga tahun berkuasa, 1 

Maret 2011, Bunyamin meninggal dunia. Jaman lalu diangkat menjadi 

Wali Kota Serang. Saat Pilkada Kota Serang 2013, ia kembali 

mencalonkan diri dan menang. 

Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pilkada 

Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 

mendampingi Taufik Nuriman. Airin yang gagal di Pilkada Kabupaten 

Tangerang coba peruntungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2010. 

Airin yang berpasangan dengan Benyamin Davnie terpilih sebagai Wali 

Kota Tangerang Selatan 2011-2015. 

http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
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Ibu tiri Atut, Heryani, juga tak ketinggalan. Ia terpilih menjadi 

Wakil Bupati Pandeglang pada Pilkada 2011 mendampingi Erwan 

Kurtubi. Pada tahun yang sama, Atut kembali mencalonkan diri sebagai 

gubernur Banten didampingi Rano Karno. Untuk kedua kalinya, Atut 

terpilih sebagai Gubernur Banten. 

2) Di luar eksekutif 

Tak hanya jabatan di pemerintahan, sejumlah jabatan di lembaga 

legislatif juga dirambah. Pada Pemilu 2009, suami Atut, Hikmat Tomet, 

terpilih sebagai anggota DPR. Anak pertama mereka, Andika Hazrumy, 

jadi anggota DPD perwakilan Banten. Adde Rosi Khairunnisa, menantu 

Atut (istri Andika), jadi anggota DPRD Kota Serang. 

Jabatan di sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

juga dikuasai. Hikmat (meninggal karena stroke pada 9 November 2013) 

jadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Banten 2012-2017. 

Andika memimpin Karang Taruna Banten, Taruna Siaga Bencana, serta 

Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Banten. Adde jadi Ketua PMI Kota 

Serang serta Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak Provinsi Banten. 

Sejak 2007 hingga sekarang, Atut jadi Ketua Umum PMI 

Banten. Sementara Wawan, adiknya, merupakan Ketua Kadin Provinsi 

Banten. Keluarga Atut juga menguasai Partai Golkar. Hampir semua 

kerabat dekatnya yang menjadi pimpinan daerah diusung Partai Golkar. 

Begitu pula kerabat yang menjadi anggota lembaga legislatif, diusung 

http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
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partai berlambang beringin warisan Orde Baru ini. Juru bicara keluarga 

Atut, Fitron Nur Ikhsan, menjelaskan, keluarga Atut merupakan keluarga 

besar. Banyak anggota keluarga yang tertarik terjun ke politik praktis 

sehingga sulit mengurai motivasi mereka menguasai jabatan publik. 

Tiap-tiap anggota keluarga memiliki kemandirian sehingga punya 

pertimbangan sendiri ketika terjun ke politik praktis. 

3) Tepat delapan tahun 

Setelah delapan tahun berkuasa, keluarga Atut tersandung kasus 

hukum dan mulai goyah. Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan 

Korupsi karena disangka menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil 

Mochtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, 2 Oktober silam. 

Sehari kemudian, Atut dicegah ke luar negeri. 

Pada 11 Oktober 2013, tepat delapan tahun berkuasa di Banten, 

Atut diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada 

Lebak. Delapan tahun lalu, Atut penuh mendukung pemberantasan 

korupsi di Banten. Kemarin, KPK menetapkan Atut sebagai tersangka. 

Siklus tengah berjalan tampaknya. Delapan tahun rentangnya.
34

 

b. Politik Dinasti di Pasuruan. 

Dinasti politik Wali Kota Hasani mengakar kuat di Pasuruan. Hal 

itu terjadi setelah dua anak, seorang menantu, dan seorang keponakan 

Hasani dilantik sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan. Mereka akan duduk 

                                                             
34

 Ana Shofiana Syatiri, “Politik Dinasti di Banten”, 

http://nasional.kompas.com/read/2013/12/18/0729208/Dinasti.Politik.Ratu.Atut.Setelah.

Delapan.Tahun.Berkuasa,/(Kamis, 30 Juli 2015, 18. 30) 

http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://indeks.kompas.com/tag/Pilkada?utm_campaign=hyperlinkread&utm_medium=bp&utm_source=news
http://nasional.kompas.com/read/2013/12/18/0729208/Dinasti.Politik.Ratu.Atut.Setelah.Delapan.Tahun.Berkuasa,/(Kamis
http://nasional.kompas.com/read/2013/12/18/0729208/Dinasti.Politik.Ratu.Atut.Setelah.Delapan.Tahun.Berkuasa,/(Kamis
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di kursi dewan lima tahun ke depan. Kiprah keluarga orang nomor satu di 

Kota Pasuruan di parlemen tersebut sejatinya bukan hal baru. Namun, kali 

ini jumlah keluarga politikus PKB itu bertambah. Pada periode sebelumnya, 

hanya terdapat tiga keluarga Hasani di dewan. Yakni, Ketua DPRD 2009–

2014 Ismail Marzuki (anak pertama), Noor Ahmad Trimayuda (menantu), 

dan Andi Gita Khadafie (keponakan). 

Tetapi, dalam periode lima tahun ke depan, bertambah seorang 

kerabat Hasani di dewan. Selain tiga nama di atas yang bertahan di 

parlemen, ada Indra Iskandar yang baru bergabung di parlemen pada 

periode kali ini. Indra Iskandar merupakan anak keempat Hasani. Seperti 

seluruh keluarga dan kerabatnya, Indra berangkat dari parpol sama, yakni 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pemilu legislatif (pileg) pada 9 

April, parpol tersebut meraih 10 kursi. Indra yang berusia 30 tahun itu 

sebelumnya berprofesi kontraktor. Empat keluarga dan kerabat Hasani 

tersebut kemarin dilantik bersama dengan 26 anggota dewan lain di gedung 

DPRD Kota Pasuruan. Pada periode kali ini, jumlah anggota dewan di kota 

itu bertambah menjadi 30 orang. Sebelumnya, DPRD beranggota 25 orang. 

Pengaruh keluarga Hasani di parlemen juga masih kuat. Saat 

pelantikan kemarin, Ismail Marzuki yang pada periode lalu menjabat ketua 

DPRD kembali ditunjuk menjadi ketua dewan sementara. Dia pun 

didampingi wakil ketua dewan sementara Arif Ilham dari Golkar. Keduanya 
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merupakan wakil dua parpol dengan perolehan suara tertinggi, yaitu PKB 

dan Golkar.
35

 

c. Politik Dinasti di Kediri. 

Bupati Kediri Sutrisno sudah seperti raja saja. Politik dinastinya 

meluas ke mana-mana, dia juga punya lebih dari seorang istri bak raja 

dengan permaisuri dan selir-selirnya. 

Sutrisno menjabat Bupati Kediri selama dua periode sejak tahun 

1999 sampai 2009. Dua kali maju dia didukung oleh PDIP. Setelah dua kali 

menjabat Bupati Kediri, dia pun mulai melanjutkan trah politiknya. Istri 

sahnya, Hariyanti Sutrisno maju ke Pilkada Kediri bertanding dengan istri 

sirinya, Nurlaila, lima tahun lalu. Hariyanti menang dan sampai kini masih 

menjabat Bupati Kediri. 

Sementara itu setelah tidak jadi Bupati Kediri, Sutrisno menjabat 

sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri. Menjelang Pilkada serentak 

tahun 2015, Sutrisno pun kembali mendorong dua istrinya maju di Pilkada 

Kediri, kali ini Hariyanti akan berhadapan dengan istri ketiga Sutrisno, 

Sayekti. 

Politik dinasti Sutrisno tak cukup sampai di situ. Deretan orang 

terdekatnya menjabat posisi penting di Kediri. Adik ipar Sutrisno, Sulkani, 

menjadi ketua DPRD Kabupaten Kediri. Sementara itu pengusaha muda 

                                                             
35

 http://www.jpnn.com/read/2014/08/31/254969/Dua-Anak,-Menantu,-dan-Keponakan-

Dilantik-Jadi-Dewan-/page2/ (Kamis, 30 Juli 2015, 19. 30) 
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sekaligus Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Kediri tak 

lain adalah anak menantunya Rahmadi Yogianto. Dia masih akan menjabat 

sampai tahun 2018 mendatang.
36

 

B. Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta 

atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.
37

 Partai politik berangkat 

dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa 

menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan 

orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa 

lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
38

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-(biasanya) dengan cara 

konstitusional-untuk melaksanakan programnya.
39

 

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para 

sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para 

ahli ilmu klasik dan kontemporer. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik 

                                                             
36

 Budi Sugiharto, “Politik Dinasti di Kediri”, 

http://news.detik.com/berita/2967472/silsilah-politik-dinasti-eks-bupati-kediri-sutrisno-

dan-tiga-istrinya/(Kamis, 30 Juli 2015, 19.00) 
37

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 397. 
38

 Ibid., 403. 
39

 Ibid., 404 

http://news.detik.com/berita/2967472/silsilah-politik-dinasti-eks-bupati-kediri-sutrisno-dan-tiga-istrinya/(Kamis
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adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 

merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 

pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada 

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.
40

 

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties, 

mengemukakan definisi sebagai berikut: 

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha 

untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat 

melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang 

mempunyai pandangan yang berbeda.
41

 

 

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar 

yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-

lembaga pemerintahan yang resmi. 

Dalam upaya mengisi suatu jabatan politik maupun jabatan 

administratif tidak lepas dari adanya peranan partai politik yang dianggap 

mampu menyediakan personel-personel yang dibutuhkan dalam suatu jabatan 

politik. Dengan demikian, partai politik jelas merupakan sarana yang paling 

penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut sebagian besar 

pemegang jabatan politik.
42

 

Dalam hal ini, Zarkasih Nur mengatakan, bahwa partai politik 

berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, di mana partai politik berkewajiban 

                                                             
40

 Carl J. Friedrich, Partai Politik; Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), 404. 
41

 Sigmund Neumann, Modern Political Parties; Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu 

Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 404. 
42

 Sahid, Memahami Sosiologi, 138. 
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untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan 

jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan 

terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada 

sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik 

dalam sistem tersebut.
43

 

Miriam Boediardjo mengemukakan, bahwa fungsi partai politik pada 

negara yang demokratis, salah satunya adalah melaksanakan rekrutmen politik. 

secara lengkap, dia menyatakan, bahwa partai politik sebagai sarana rekrutmen 

politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk 

turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, 

partai turut memperluas partisipasi politik, caranya ialah melalui kontak 

pribadi, persuasi, dan lain-lain. juga diusahakan untuk dididik menjadi kader 

yang di masa mendatang akan menggantikan pemimpin lama.
44

 

Dengan demikian, partai politik harus mengupayakan penyiapan 

kader-kader politik yang sangat dibutuhkan dalam proses rekrutmen politik. 

pengertian kader, menurut Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai 

berikut.
45
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 Zarkasih Nur, Partai Politik; Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), 404. 
44

 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 404. 
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 Susilo Bambang Yudhoyono, Pengertian Kader; Kamaruddin Sahid, Memahami 

Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 138.  
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a. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas. 

b. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-

fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada di 

bawah kontrol organisasi. 

c. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang 

pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik. 

Dalam suatu organisasi  patai politik, secara prinsip harus dibedakan 

antara mereka yang berkualitas “kader” dengan anggota. Kader adalah anggota 

yang terseleksi berdasarkan pengujian, penilaian dan pertimbangan tertentu 

hasil dari pengamatan terhadap keaktifan, kesetiaan, keterampilan, kepandaian, 

moral dan mentalitas, dedikasi, dan sebagainya, baik selama mengikuti 

kegiatan-kegiatan partai maupun kiprah operasional penugasan di lembaga-

lembaga eksternal partai, sedangkan anggota mencakup semua orang yang 

terdaftar sebagai anggota partai, termasuk mereka yang tidak aktif sama sekali, 

namun namanya tercantum dalam daftar.
46

 

Partai politik sebagai organisasi yang berkorelasi dengan kekuasaan 

negara dituntut kemampuannya untuk melakukan proses seleksi kader yang 

benar-benar militan dan sanggup mengemban misi organisasi. 

Pola rekrutmen kader politik lokal di masa mendatang sedapat 

mungkin dicoba penerapannya melalui pertahapan dari hasil evaluasi sejak 

level paling bawah, dalam artian seorang kader yang dicalonkan pada tingkat 

kabupaten atau kota adalah yang telah berhasil di tingkat kecamatan. 
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Kemudian, kader yang dicalonkan pada tingkat provinsi adalah yang berhasil 

di tingkat kabupaten atau kota, demikian seterusnya. Jadi, suatu hal yang harus 

dihindari adalah kebiasaan “comot sana comot sini” yang dari segi asal-usul 

dan kualitasnya sangat diragukan.
47

  

2. Fungsi Partai Politik 

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan 

kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan 

ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalm sistem 

politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah 

dengan ikut serta dalam pemiliha umum, sedangkan cara yang digunakan partai 

tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh 

suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu 

(fasis).
48

 

Ketika melaksanakan fungsi tersebut, partai politik dalam sistem 

politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Ketiga kegiatan tersebut meliputi 

seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan 

(legislatif dan/atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah 

diperoleh, partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. 

Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan 

berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Dalam sistem politik 

totaliter, kalaupun dilaksanakan, pemilihan umum lebih bersifat sebagai sarana 

pengesahan calon tunggal yang ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal. 
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 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), 149. 
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Namun, partai politik, baik dalam sistem politik demokrasi maupun sistem 

politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. berikut dikemukakan 

sejumlah fungsi lain tersebut, diantaranya adalah:
49

 

a. Sebagai sarana komunikasi politik. 

Menurut Sigmunn Neumann dalam hubungannya dengan 

komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang 

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga 

pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkan dengan aksi politik di dalam 

masyarakat politik yang lebih luas.
50

 

b. Sebagai sarana sosialisasi politik. 

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses 

yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap 

fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia 

berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik 

seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, 

ideologi, hak dan kewajiban.  

Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara 

yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, 

dan sebagainya. sisi lain dari fungsi sosialisasi alah upaya menciptakan citra 

(image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika 

dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui 

                                                             
49

 Ibid., 149 
50
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kemenangan dalam pemilu. Karena itu partai harus memperoleh dukungan 

seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya 

mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya. 

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat 

menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-

anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai 

warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan 

nasional.
51

 

c. Sebagai sarana rekrutmen politik. 

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, 

baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih 

luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang 

berkualitas, karena hanya dengan kader yang berkualitas ia dapat menjadi 

partai yang menmpunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan 

diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit 

menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk 

mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.
52

 

Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, 

sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-

calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, 

yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.
53
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d. Sebagai sarana pengatur konflik. 

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di 

masyarakat yang bersifat heterogen. Setiap perbedaan menyimpan potensi 

konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut 

paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang 

lumrah dan mendapat tempat. Akan tetapi, di dalam negara yang bersifat 

heterogen, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang 

konflik.
54

 

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu 

mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. 

e. Partisipasi politik. 

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan 

dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Kegiatan yang dimaksud, 

antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan 

keputusan, mengajukan kritik dan korelasi atas pelaksanaan suatu kebijakan 

umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, 

mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam 

pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk 

membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak anggota dan anggota 

masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran 
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kegiatan memengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah 

partisipasi politik.
55

  

f. Pemandu kepentingan. 

Dalam masyarakat, terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda 

bahkan acap kali bertentangan. Untuk menampung dan memadukan 

berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai 

politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan 

pelbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi pelbagai 

alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah ayng dimaksud dengan 

fungsi pemandu kepentingan.
56

  

g. Kontrol politik. 

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, 

kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam 

pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. 

Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolak 

ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.
57

 

Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang 

dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai 

kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik 

adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang 
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dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya 

sejalan dengan tolak ukur tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu 

mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan 

memperbaharui dirinya secara terus menerus. 

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik tersebut, partai politik 

juga harus menggunakan tolak ukur tersebut sebab tolak ukur itu pada 

dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya 

menjadi pegangan bersama. 

C. Teori Rekrutmen Politik 

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan 

partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi 

partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.
58

 

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu 

negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-

fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Dalam 

hal ini, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada 

kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat 

menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada 

jabatan sesuai atau tidak. Ini semua sangat bergantung pada pola-pola atau 

mekanisme rekrutmen yang digunakan.
59

 

                                                             
58

 Ichlasul Amal, Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi (Yogyakarta: 

Tiara Wacana Yogyakarta, 1996), 28. 
59

 Sahid, Memahami Sosiologi, 128. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 

 

 

 

Tujuan dari rekrutmen politik adalah untuk mengetahui pengrekrutan 

orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik. orang-orang yang menjalankan 

kekuasaan politik tersebut dapat menduduki jabatan politik yang meliputi 

presiden, perdana menteri, anggota legislatif seperti di Indonesia anggota MPR, 

DPR, kepala pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, walikota, anggota 

DPRD propinsi, kabupaten, dan kota atau menduduki jabatan dalam birokrasi 

nasional maupun lokal.
60

 

Dalam hal ini, Philip Althoff dan Michael Rush menekankan studi 

pengrekrutan politik pada peranan sistem pengadaan atau pengisian jabatan politik 

dalam proses rekrutmen tersebut. Secara lebih kongkret, Ramlan Surbakti 

memberi pengertian, bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau 

seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada 

khususnya. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mengajak 

orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota 

partai. Bila melihat pengertian yang dikemukakan Surbakti, ternyata unsur partai 

politik dipandang sebagai lembaga politik penting yang melaksanakan rekrutmen 

politik.
61

 

Selain Ramlan Surbakti yang memasukkan unsur partai dalam pengertian 

rekrutmen politiknya, juga terdapat beberapa ahli lain yang memasukkan unsur 

partai tersebut, di antaranya adalah Sigmund Newman serta Saefullah Yusuf dan 
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Fahruddin Salim. Sigmund Newman mengatakan, bahwa rekrutmen politik adalah 

proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat 

untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-

organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh petani, pemuda, 

mahasiswa, dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. 

Rekrutmen politik menjamin kontiuitas dan kelestarian partai, sekaligus 

merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Sedangkan 

Saefullah Yusuf dan Fahruddin Salim mengatakan, bahwa rekrutmen politik 

adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang 

berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kedua batasan, baik yang 

dikemukakan oleh Newman maupun Saefullah Yusuf dan Fahruddin Salim, 

kedua-duanya lebih menekankan pengertian rekrutmen politik sebagai kegiatan 

partai politik. Ini tidaklah keliru, karena aktivitas rekrutmen politik yang paling 

nyata dan terdepan adalah rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. 

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi 

anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, 

lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih 

dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu 

Politik yang menyebutkan: “proses mencari dan mengajak orang yang berbakat 

untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.”
62

 

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian 

diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan 
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kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan 

partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka 

pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat 

lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti 

dalam buku Memahami Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah:  

“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya 

dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang 

yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan 

menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin.”
63

 

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat 

disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk 

diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk 

melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui 

mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat 

menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai 

memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam 

mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.   

Dalam praktiknya, proses rekrutmen politik selalu bermakna ganda. 

Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, 

seperti anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. Kedua, menyangkut 

transformasi peran-peran nonpolitik warga yang berasal dari aneka subkultur agar 
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menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Disamping itu, proses 

rekrutmen politik merupakan proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal maupun 

tidak formal. Disebut proses dua arah, karena individu-individunya mungkin 

mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain dan 

kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu dengan cara yang sama. 

Pengrekrutan ini bisa disebut formal, apabila para individu direkrut dengan 

terbuka melalui cara institusional berupa seleksi atau pemilihan, dan disebut tidak 

formal apabila para individunya direkrut secara prive (pribadi) tanpa melalui atau 

sedikit sekali melalui cara institusional. 
64

 

1. Pola Rekrutmen 

Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur 

yang tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek 

rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus 

berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level 

parktis kerapkali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai 

menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap 

ideal bagi partainya.
65

 

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh 

Rush dan Althoff adalah proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: 

(1) sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan administratif yang 
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didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan 

pada ujian-ujian terbuka”.
66

 

Proses pengrekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, 

misalnya untuk pengrekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase 

(lindungan) dalam proses pengrekrutannya, dalam arti faktor kedekatan 

seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika 

proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek 

politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. 

Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan 

partai baik secara terbuka maupun tertutup. 

Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi 

dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan 

memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut 

bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui 

proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-

pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi 

syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai 

peluang yang sama dalam melakukan kompetisi.
67
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Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk 

menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya 

individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.
68

 

2. Bentuk-bentuk atau Sistem Rekrutmen Politik 

Bentuk-bentuk atau sistem rekrutmen politik tentu saja memiliki 

keragaman yang sangat banyak. Beberapa sistem pengrekrutan dalam 

rekrutmen politik, menurut Philip Althof dan Michael Rush, dalam bukunya 

Pengantar Sosiologi Politik, antara lain;
69

 

a. Seleksi pemilihan melalui ujian atau pelatihan. 

Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, 

biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan 

administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai, seperti di Indonesia 

disebut pendidikan kader partai yang dilakukan melalui latihan. Cara ini 

tentu memiliki banyak keragaman, dan banyak dia antaranya mempunyai 

implikasi penting bagi pengrekrutan politik. Mana cara yang paling penting, 

perlu dikemukakan bebrapa peringatan mengenai metode-metode dalam 

dalam beberapa hal yang masih dianggap penting dalam berbagai sistem 

politik. 
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b. Seleksi melalui penyortiran. 

Salah satu metode tertua yang dipergunakan untuk memperkokoh 

kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau 

penarikan undian.  

c. Seleksi melalui rotasi atau giliran. 

Suatu metode yang digunakan untuk mencegah dominasi jabatan 

dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu 

adalah dengan giliran atau rotasi. Sistem “pilih kasih” Amerika Serikat, 

hakikatnya adalah suatu sistem pengrekrutan bergilir. Pada sejumlah negara 

lain, sistem ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusional, yang 

dibuat untuk menjamin kadar rotasi personil eksekutif. Bentuk ini dilakukan 

pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam 

bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan 

politik yang sangat kental, sehingga untuk menghindari konflik atau 

menjaga stabilitas politik, baik itu partai politik ataupun pemerintahan 

negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.
70

 

d. Seleksi melalui perebutan kekuasaan. 

Suatu metode pengrekutan lain yang sudah berjalan lama, yang 

umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan 

dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Akibat yang paling 

langsung dan nyata dari cara ini adalah penggantian para pemegang jabatan 

politik dan perubahan-perubahan dalam personel birokrasi. Cara ini 
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biasanya menimbukan hasil yang lebih lambat, terutama bila berlangsung 

dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.  

e. Seleksi dengan cara patronage. 

Patronage adalah suatu sistem yang sampai sekarang masih 

dilakukan di banyak negara berkembang. Dahulu, sistem ini terdapat di 

Amerika  Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19, patronage merupakan 

bagian dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit, yang 

memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat Inggris. Sistem ini 

sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi 

pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap 

hasil-hasil dari pemilihan umum, sebagian lagi merupakan sarana bagi 

pengrekrutan politik, karena untuk masuk menjadi anggota parlemen dan 

dinas sipil embrionik, hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem 

patronage. Tambahanan lagi, hal ini merupakan sistem di mana kenaikan 

pangkat dapat dibeli oleh individu-individu yang mencari jabatan juga 

menjadi sistem di mana orang-orang dapat dibujuk untuk “bertindak secara 

khusus dengan imbalan hadiah-hadiah” tertentu. Karena itu, sebagai suatu 

sistem pengrekrutan politik, sistem tersebut tidak selalu dapat menjamin 

pengrekrutan pemegang-pemegang jabatan yang “cocok”, baik secara 

politik maupun diukur dari kemampuannya.
71
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f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. 

Berbeda dengan sistem patronage, yang juga cenderung untuk 

mengekalkan tipe-tipe personel tertentu, ada lagi satu sistem pengrekrutan 

yang dapat disebut “mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah”. 

Peristiwa ini lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan 

aristokratis. Hal ini tetap merupakan suatu faktor konstektual yang vital dari 

sebagian besar sistem-sistem politik.
72

 

g. Seleksi melalui koopsi. 

Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin-pemimpin 

yang ada dapat membantu pelaksanaan pengrekrutan tipe-tipe pemimpin 

tertentu adalah “koopsi” (co-option). Koopsi meliputi pemilihan seseorang 

ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.
73

  

3. Subjek yang direkrut dan sebabnya 

Kepustakaan tentang siapa-siapa yang mencapai jabatan politik dan 

jabatan administratif sangat luas sekali.  Tambahan lagi, sejauh menyangkut 

negara-negara demokrasi modern, terdapat persetujuan umum bahwa para 

pemegang jabatan politik dan administratif, tanpa kecuali, selalu tidak 

mewakili kepentingan golongan rakyat umum.
74

 Pemegang jabatan politik 

tersebut terdapat dalam semua masyarakat yang berbentuk oligarki, elite 

politik, atau kelas yang berkuasa.
75
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Dalam usaha menjelaskan mengapa para pemegang jabatan politik dan 

administratif diambil dari kelompok-kelompok sosial khusus dari suatu 

masyarakat, sejumlah ahli mengemukakan bahwa kelompok ini terdiri atas 

kaum elite atau kelas-kelas, dan dalam tangan mereka terpusatkan kekuasaan 

politik. Eksistensi mereka itu tidaklah kebetulan saja, akan tetapi, seperti telah 

dikemukakan adalah hasil dari berbagai kekuatan dalam masyarakat yang 

menciptakan beberapa bentuk stratifikasi sosial. Tentu saja, dasar stratifikasi 

sosial dapat berbeda, ia mungkin didasarkan atas pembagian-pembagian 

ekonomis dalam masyarakat, atau atas dasar konsep hierarki religius, atau atas 

dasar bentuk diferensiasi status, atau atas pembagian etnis dan sebagainya.
76

 

Suatu teori yang serupa, namun terpisah mengemukakan bahwa 

mereka yang mempunyai kekuasaan selain merupakan minoritas kecil atau 

suatu oligarki, karena semua organisasi tersebut terdiri atas suatu minoritas 

yang aktif dan satu mayoritas yang tidak aktif. Dikemukakan bahwa minoritas 

aktif tadi, selain dapat mengakali mayoritas yang tidak aktif karena ia 

mempunyai satu kelebihan, yaitu terorganisasi dengan baik dan minoritas 

penguasa sedemikian itu hanya dapat digantikan oleh minoritas lain yang lebih 

unggul. Jadi, inilah hukum besi oligarki dari Michels, bahkan suatu organisasi 

yang memberikan kekuasaan formal kepada seluruh anggota dengan peraturan-

peraturannya dalam praktiknya tunduk kepada pengawasan dan manipulasi 

suatu minoritas anggota aktif.
77
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Dalam semua masyarakat, baik pada masyarakat yang sedang 

berkembang dan baru saja mencapai fajar peradaban, sampai kepada 

masyarakat yang paling maju dan sangat kuat, akan muncul dua kelas satu 

kelas yang berkuasa dan yang satu kelas yang dikuasai, hal ini sesuai dengan 

perkataan Gaetano Mosca. Namun demikian, Mosca menyatakan, bahwa posisi 

dominan dari minoritas itu tidak hanya disebabkan oleh keuntungan organisasi 

saja, tetapi kelompok ini juga memiliki keuntungan lain, karena mereka itu 

terdiri atas individu-individu yang istimewa. Keistimewaan mereka tidak 

muncul karena mereka lebih mampu, tetapi karena mereka mempunyai 

karakteristik yang dihargai oleh masyarakatnya. Mosca menyebut minoritas ini 

sebagai kelas berkuasa (ruling class), sedangkan teman sejawat dan 

saingannya, Vilfredo Pareto, menyebutnya sebagai elite politik. selain itu, 

komposisi kelas yang berkuasa atau elite politik itu dapat berubah pada suatu 

periode waktu, yaitu melalui pengrekrutan anggota-anggota dari non-elite, atau 

dengan jalan melaksanakan pembentukan elite tandingan, suatu proses yang 

disebut oleh Pareto sebagai “sirkulasi elite”.
78

 

Di atas telah dikatakan bahwa kelompok minoritas yang disebut 

rulling class tersebut memiliki kemampuan istimewa yang dihargai oleh 

masyarakatnya. Kemampuan istimewa ini dapat tercermin dari bebrapa 

karakteristik kepemimpinan yang dimiliki kelompok minoritas tersebut 

sebagaimana dikatakan oleh Finer di antaranya adalah sebagai berikut;
79
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a. Kesadaran 

Seorang pemimpin harus dapat menguasai fakta-fakta, yakni 

pengetahuan yang diperlukan agar dapat menjalankan jabatannya. 

b. Kebulatan pandangan 

Seorang pemimpin harus mampu menghubungkan berbagai cabang 

pengetahuan yang penting bagi kedudukannya, 

c. Ketetapan jiwa 

Seorang pemimpin harus memiliki emosi dan sikap, yang dapat 

menguasai setiap persoalan bila dibutuhkan dan menggunakan pikirannya 

secara tepat dalam setiap permasalahan. 

d. Keyakinan 

Seorang pemimpin memiliki berbaggai ide dan prinsip-prinsip. 

e. Kreativitas 

Menemukan hal-hal yang baru dan menerapkan dalam 

kebijaksanaannya. 

f. Kepekaan hati 

Terpanggil oleh hati nuraninya dan rasa tanggung jawab. 

g. Keberanian 

Harus berani menanggung resiko dan tidak menyerah pada 

perasaan. 

h. Kemampuan memukau 

Kualitas melalui gaya pidato, permunculan yang tepat.  

i. Kepandaian.  




